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vABSTRAK
Yudhi Satria Bombing (B111 12 121), Perlindungan Hukum Bagi
Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan GrabCar Sebagai Angkutan
Berbasis Aplikasi Online, dibimbing oleh Bapak Winner
Sitorussebagai pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi sebagai
pembimbing II
Penelitian ini dilakukan di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data
empiris, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak
yang berhubungan dengan angkutan berbasis aplikasi online Uber dan
GrabCar,sertamencatat arsip-arsip, dokumen-dokumen yang erat
kaitannya dengan angkutan berbasis aplikasi online Uber dan GrabCar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimanakedudukanhukumbadanusahaUberdanGrabCar,
sertabagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber
dan GrabCar sebagai angkutan berbasis aplikasi online.
Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Uber dan GrabCar bukan
merupakan perusahaan angkutan umum, melainkan perusahaan yang
bergerak dalam bidang penyedia aplikasi berbasis tekonologi
Informasi(online) untuk menghubungkan pengusaha angkutan umum
dengan pengguna jasa. Uber dan GrabCar bertanggung jawab kepada
pengguna aplikasi, sedangkan perusahaan penyelenggara angkutan
umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengangkutanKedua
penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna
jasa angkutan berbasis aplikasi online Uber dan GrabCar berupa
tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian penumpang
karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, serta kewajiban
untuk mengasuransikan tanggung jawabnya telah terpenuhi. Angkutan
berbasis aplikasi online Uber dan GrabCar juga mewajibkan untuk
memelihara kendaraan yang digunakan dan wajib diuji berkala untuk
memastikan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau
orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau
mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri
dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor,
mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat
dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan
angkutan umum.
Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan
perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum dibutuhkan
penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam
perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan
tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota,
berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat
pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan
umum kota yang seharusnya berorientasi pada keamanan dan
kenyamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.
Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup
serta memadai. Tanpa adanya angkuta sebagai sarana penunjang tidak
2dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha
pengembangan ekonomi suatu negara. 1
Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang
berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa
angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan
akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan
seseorang (personal place utility). Seseorang dapat mengadakan
perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.2
Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem
transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan
barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga
berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan
barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan
secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur,
bertanggung jawab, dan murah3
Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak
terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan
di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada
Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang Undang
Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah
1 H.A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi,   PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1
2ibid hlm. 2
3 Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.
3mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan
dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ)
sebagai Pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1992. UULLAJ
diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi
pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik
itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir / pengemudi) serta penumpang.
Seiring dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang
begitu pesat, transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami
kemajuan yang begitu cepat. Berbagai layanan aplikasi seperti Uber
dan GrabCar yang menyediakan jasa transportasi  mulai bermunculan
dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha
angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem
pemesanan hingga sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui
aplikasi canggih dewasa ini
Setelah berhasil menarik konsumen, layanan jasa transportasi
berbasis aplikasi Uber dan GrabCar mendapat sorotan dari  pelaku
usaha angkutan umum dan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Uber
dan GrabCar tidak berstatus sebagai badan hukum yang menjalankan
usaha angkutan umum, sehingga dianggap sebagai angkutan ilegal.
Selain itu dalam praktiknya Uber dan GrabCar bekerja sama
dengan pemilik kendaraan pribadi untuk menjalankan usaha angkutan.
Sedangkan diketahui bersama bahwa setiap usaha angkutan umum
4harus berbadan hukum, memiliki izin usaha angkutan umum, dan
kegiatan pengangkutan dilaksanakan dengan kendaraan bermotor
umum sesuai ketentuan undang-undang. Berbagai persyaratan terlebih
dahulu harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha angkutan umum.
Aplikasi teknologi adalah suatu keniscayaan yang harus didukung
dan dikembangkan pada semua jenis layanan angkutan umum
sehingga layanan pada masyarakat menjadi lebih baik. Namun yang
menjadi persoalan adalah resmi atau tidak resminya. Menurut plt ditjen
perhubungan darat Sugihardjo, Uber dan GrabCar bertentangan
dengan angkutan resmi yang sudah diatur, karena angkutan
penumpang yang tidak dalam trayek ada dalam bentuk taksi atau mobil
sewaan sesuai UULLAJ.4
Berdasarkan Pasal 138 Ayat (3) UULLAJ, angkutan umum orang
dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
Selain itu ada pula standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi
oleh pengusaha angkutan umum yang meliputi: keamanan,
kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan
keteraturan. Namun menanggapi aturan tersebut pihak Uber dan
GrabCar menyatakan bahwa usaha yang dijalankan baik oleh Uber
maupun GrabCar hanya sebagai layanan aplikasi yang
menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan
penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung
4http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/16032_indonesia_kemenhub_opsiubergrab,
diakses pada tanggal 3 april 2016 pukul 16.00 wita
5jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra Uber maupun
GrabCar.5
Adanya kewajiban setiap pengusaha angkutan untuk memberikan
standar pelayanan minimal bagi masyarakat/pengguna jasa dijamin
oleh undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 3 UULLAJ diatur
mengenai tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yakni :
a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang
aman,selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan
lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.
Demikian juga dalam Pasal 9 UULLAJ tentang tata cara berlalu
lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum serta Pasal 141
UULLAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak
pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan
perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa angkutan.
Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik
untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam
mengenai kedudukan hukum Uber dan GrabCar dalam
5 Devi Ernis, Ali Hidayat https://m.tempo.co/read/news/2016/03/18/090754758/diminta-ajukan-izin-operasi-ini-
kata-grabcar-dan-uber, diakses tanggal 5 April 2016 pukul 15.00 wita
6penyelenggaraan angkutan umum dan juga bentuk perlindungan
hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber dan GrabCar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis
merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum badan usaha Uber dan GrabCar
dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber
dan GrabCar sebagai angkutan berbasis aplikasi online ?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum badan hukum Uber dan
GrabCar dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa
aplikasi Uber dan GrabCar sebagai angkutan berbasis aplikasi
online.
7D.  Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain
sebagai berikut :
1. Memberikan pelajaran umum kepada masyarakat tentang angkutan
berbasis aplikasi online
2. Memberikan informasi hukum pengangkutan kepada kalangan
akademisi dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih
mendalam.
3. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap pemerintah
dan perusahaan pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan
kepada masyarakat.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan
1. Pengertian Pengangkutan
Kata ‘pengangkutan’ berasal dari kata dasar ‘angkut’ yang
berarti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum
bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara
pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari
suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.6
Pengangkutan berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun
2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan
orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian
pengangkutan dari para sarjana, diantaranya:
a. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian
kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang
dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan
(disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau
6 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.413
9pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa
pemindahan tersebut meliputi kegiatan:7
1) Dalam arti luas
- Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat
pengangkut.
- Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan.
- Menurunkan penumpang atau membongkar barang di
tempat tujuan.
2) Dalam arti sempit
- Kegiatan membawa penumpang dan/atau barang dari
stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan.
b. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses
kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat
pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau
penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang
ditentukan.8
c. Menurut A. Abdurrachman, yang dimaksud dengan
pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang
atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang
7 Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm. 134.
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991, hlm. 19
10
digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk
kendaraan dan lain-lain.9
Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan
penumpang dan/atau barang dengan menggunakan sarana angkut
dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan
imbalan jasa dari pengirim atau penumpang sebagai harga dari
pengangkutan tersebut.
2. Jenis – Jenis Pengangkutan
a.Pengangkutan Darat
Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan
kereta api dan kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat
dalam:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam
Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan
Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus
pengangkutan darat dan perairan darat, namun hanya
khusus mengenai pengangkutan barang.
2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
9 Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1982, hlm. 1113.
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Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan).
b.Pengangkutan Laut
Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan
kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:
1) KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter
Kapal, Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barang-
barang, dan Buku II Bab VB tentang Pengangkutan Orang.
2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).
c.Pengangkutan Udara
Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan
pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).
3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan
Pada dasarnya kegiatan pengangkutan memiliki fungsi dan tujuan
sebagai berikut:10
a. Fungsi Pengangkutan
10 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan, Djambatan,
Jakarta, 2003, hlm. 1.
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Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang
dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk
meningkatkan daya guna dan nilai.
b. Tujuan Pengangkutan
Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk
membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat
ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif
karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan
sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan
efisien karena dengan menggunakan pengangkutan
perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran
jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.
4. Subjek Hukum dalam Pengangkutan
Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum,
persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek
hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam
hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan, antara lain:11
a. Pengangkut
Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.
Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
11 Lestari Ningrum, Op.Cit, hlm. 140
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Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang
berusaha di bidang jasa pengangkutan. Ciri dan karakteristik
pengangkut, antara lain:
1) Perusahaan penyelenggaraan angkutan.
2) Menggunakan alat pengangkut mekanik.
3) Penerbit dokumen angkutan.
b. Pengirim (Consigner, Shipper)
Pengirim adalah pihak yang mengingatkan diri pada
perjanjian pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan
atas barang yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil
barangnya dari tempat penyimpanan yang ditetapkan dalam
jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan biaya penyimpanan
barang. Apabila ada keterlambatan pemberangkatan oleh
pengangkut, pengangkut wajib membayar ganti rugi sejumlah
biaya angkut yang telah dibayar oleh pengirim. Ciri dan
karakteristik pengirim, antara lain:
1) Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
2) Membayar biaya angkutan.
3) Pemegang dokumen angkutan.
c. Penumpang (Passanger)
Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk
membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau
semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik
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darat, laut, maupun udara. Ciri dan karakteristik penumpang,
antara lain:
1) Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
2) Membayar biaya angkutan.
3) Pemegang dokumen angkutan.
d. Ekspeditur
Ekspeditur adalah orang/badan hukum yang pekerjaannya
mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk
kepentingan pengirim. Ekspeditur adalah pengusaha yang
menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan
barang, seperti ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi muatan
kapal laut dan ekspedisi muatan pesawat udara. Ekspeditur
mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang
berlaku guna memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari
alat angkut atau gudang stasiun/pelabuhan/bandara. Ciri dan
karakteristik ekspeditur, antara lain:
1) Perusahaan perantara pencari pengangkut barang.
2) Bertindak untuk dan atas nama pengirim.
3) Menerima provisi dari pengirim.
e. Agen Perjalanan (Travel Agent)
Agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan
penumpang bagi pengangkut. Agen perjalanan ini bertindak
atas nama pengangkut dan menyediakan fasilitas angkutan
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kepada penumpang dengan cara menjual tiket/karcis kepada
penumpang dan penumpang membayar biaya angkutan yang
kemudian oleh agen perjalanan disetorkan kepada pengangkut
dan pihak agen perjalanan mendapat provisi dari pihak
pengangkut. Hubungan hukum yang terjadi adalah pemberian
kuasa keagenan (contract of representative agency). Ciri dan
karakteristik agen perjalanan, antara lain:
1) Perusahaan perantara pencari penumpang.
2) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut.
3) Menerima provisi dari pengangkut.
f. Perusahaan Muat Bongkar (Stevedoring)
Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang
menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal
(loading) dan pembongkaran barang dari kapal (unloading).
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau
dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pengangkut.
Apabila perusahaan muat bongkar merupakan bagian dari
perusahaan pengangkut, dari segi hukum pengangkutan,
perbuatan muat bongkar adalah perbuatan pengangkut dalam
penyelenggaraan pengangkutan dan segala perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha muat bongkar
dan pekerjanya merupakan tanggung jawab pengangkut.
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Apabila perusahaan muat bongkar merupakan perusahaan
yang berdiri sendiri, perbuatannya dapat sebagai pelaksanaan
pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau
pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal
pembongkaran.
g. Perusahaan Pergudangan (Warehousing)
Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang
bergerak di bidang bisnis jasa penyimpanan barang di dalam
gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan
menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu
pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah
pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Ada tiga macam gudang,
yaitu:
1) Gudang bebas adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang sudah bebas dari segala kewajiban dan
pemeriksaan Dinas Bea dan Cukai.
2) Gudang entrepot adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang belum diketahui status dan tujuannya serta
berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai karena
tidak dipenuhinya kewajiban oleh importirnya.
3) Gudang pabean adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang baru saja diturunkan dari kapal atau yang
segera akan dimuat ke kapal.
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h. Penerima (Consignee)
Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari
dokumen pengangkutan. Dapat berupa pembeli/importir atau
pihak yang memperoleh kuasa atau pengirim. Ciri dan
karakteristik penerima, antara lain:
1) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari
pengirim barang.
2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan.
3) Membayar atau tanpa membayar biaya angkutan.
5.  Objek Hukum dalam Pengangkutan
Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk
mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak
dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat.
Objek hukum pengangkutan terdiri atas:12
a.Barang Muatan (Cargo)
Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan
dilindungi oleh undang-undang, yaitu:
1) Barang sandang
2) Barang pangan
3) Barang rumah tangga
4) Barang pendidikan
12Ibid., hlm. 144.
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5) Barang pembangunan
6) Hewan
b. Alat Pengangkut
Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan
angkutan, pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau
menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan
perjanjian sewa. Alat pengangkut terdiri dari:
1) Kereta Api
Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, bak
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.
menurut kegunaannya, kereta api digolongkan menjadi dua,
yaitu:
- Kereta api barang yang digunakan khusus untuk
mengangkut barang.
- Kereta api penumpang yang digunakan khusus untuk
mengangkut penumpang.
2) Kendaraan Umum
Kendaraan umum adalah alat yang dapat bergerak di
jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu dan dipungut bayaran bagi yang
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menggunakan fasilitas ini. Kendaraan umum wajib dilakukan
pendaftaran, tujuannya adalah untuk:
- Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib
administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan
di Indonesia.
- Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan
yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta
dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen
lalu lintas dan angkutan jalan.
- Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka
perencanaan pembangunan nasional.
3) Kapal Niaga
Kapal niaga adalah kendaraan air dengan bentuk dan
jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
Beberapa jenis kapal niaga, yaitu:
- Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah
kapal yang mempunyai penggerak mesin (kapal motor,
kapal uap).
- Kapal yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal
yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas
permukaan air dengan menggunakan daya dukung
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dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau
rancang bangun kapal itu sendiri (jet foil).
- Kapal penumpang (passanger ship) adalah kapal yang
dibangun khusus untuk mengangkut penumpang. Kapal
ini terdiri dari beberapa geladak dan tiap geladak terdiri
dari kamar-kamar penumpang berbagai kelas, seperti
Kapal Kambuna dan Kerinci.
- Kapal barang penumpang (cargo-passanger ship) adalah
kapal yang dibangun untuk mengangkut barang dan
penumpang bersama-sama. Kapal ini terdiri dari
beberapa geladak untuk barang dan kamar untuk
penumpang.
- Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas,
yaitu kapal barang biasa, tetapi diizinkan membawa
penumpang dalam jumlah terbatas, yaitu maksimum dua
belas orang yang ditempatkan dalam kamar, bukan di
geladak (dek).
Kapal wajib didaftarkan. Di Indonesia sistem
pendaftaran kapal adalah sistem tertutup, dalam arti hanya
kapal-kapal yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat
didaftarkan di Indonesia, yaitu kapal harus berukuran isi
kotor sekurang-kurangnya 20 m3 atau yang dinilai sama
dengan itu serta dimiliki oleh warga negara Indonesia atau
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badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia. Syarat tanda pendaftaran
kapal adalah groose acte. Kapal juga harus memiliki tanda
kebangsaan, yang diperoleh berdasarkan negara di mana
kapal tersebut didaftarkan. Kapal yang telah didaftarkan dan
mempunyai tanda kebangsaan dapat dibebani beban hipotik,
berarti oleh hukum kapal tersebut dianggap sebagai barang
tetap, sehingga dapat dijadikan jaminan utang.
4) Pesawat Udara
Pesawat udara niaga adalah setiap alat yang dapat
terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara,
digunakan untuk umum dan dipungut bayaran. Pesawat
udara niaga yang dioperasikan di Indonesia wajib
mempunyai tanda pendaftaran. Pesawat udara sipil yang
dapat memperoleh tanda pendaftaran Indonesia adalah
pesawat udara yang tidak didaftarkan di negara lain dan
memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau oleh badan
hukum Indonesia.
- Dimiliki oleh warga negara asing/badan hukum asing dan
dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya
minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan
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suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, atau
bentuk perjanjian lainnya.
- Dimiliki oleh instansi pemerintah.
- Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah.
Tanda kebangsaan pesawat udara wajib dimiliki
setelah mempunyai tanda pendaftaran pesawat udara.
Pesawat udara yang telah didaftarkan dan mempunyai tanda
kebangsaan dapat dibebani hipotik, pengembanannya harus
didaftarkan, dan ketentuan yang berlaku baginya adalah
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
6. Asas - Asas Hukum Pengangkutan
Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal
sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-
undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu
undang-undang dan peraturan pelaksananya. Mertokusumo
menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau
merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat
dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang
merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari
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sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit
tersebut.13
Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas
hukum. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis
yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan
asas hukum perdata. Berikut uraian kedua asas hukum
pengangkutan tersebut.
a. Asas yang Bersifat Publik
Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum
pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak,
yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang
berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah
(penguasa). Asas bersifat publik terdiri atas:14
1) Asas Manfaat
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan
harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya
bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan
pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan
bagi warga negara.
2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 12
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mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
3) Asas Adil dan Merata
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan
masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
4) Asas Keseimbangan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan harus dengan
keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana,
antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara
kepentingan individu dan masyarakat, serta antara
kepentingan nasional dan internasional.
5) Asas Kepentingan Umum
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan
kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
6) Asas Keterpaduan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan
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yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan salinng
mengisi, baik intra maupun antarpengangkutan.
7) Asas Tegaknya Hukum
Makna dari asas ini yaitu bahwa pemerintah wajib
menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta
mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar
selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan
pengangkutan.
8) Asas Percaya Diri
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan harus berlandaskan pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta
bersendikan kepribadian bangsa.
9) Asas Keselamatan Penumpang
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap
penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai
dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian
lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup
asuransi sosial yang bersifat wajib. Keselamatan
penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan
asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan
pengangkutan harus berupaya menyediakan dan
memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar
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keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan
konvensi internasional.
b. Asas yang Bersifat Perdata
Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum
pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua
pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan
penumpang atau pengirim barang. Asas bersifat perdata terdiri
atas:15
1) Asas Konsensual
Makna dari asas ini yaitu bahwa perjanjian
pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah
cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk
menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah
ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen
pengangkutan.
2) Asas Koordinatif
Makna dari asas ini yaitu bahwa pihak-pihak dalam
pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar,
tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
Walalupun pengangkut menyediakan jasa dan
melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang,
15Ibid., hlm. 14.
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pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim barang.
Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.
3) Asas Campuran
Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkutan
merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu
pemberi kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan
pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan
ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan,
kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
4) Asas tanpa Hak Retensi
Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkut tidak
menggunakan hak retensi (hak menahan barang).
Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan
fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai
kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
5) Asas Pembuktian dengan Dokumen
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan
selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada
dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian
pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku
umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota
(angkot) tanpa tiket karcis penumpang.
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Diharapkan calon dan pengusaha pengangkutan mempunyai
kesadaran dalam memperjuangkan berlakunya asas-asas dalam
pengangkutan ini, sehingga dunia usaha pengangkutan nasional di
Indonesia dapat berjalan baik, seimbang antara pengusaha,
masyarakat, dan pemerintah, serta saling menguntungkan,
masyarakat memberikan penghasilan bagi pengusaha, pengusaha
memberikan fasilitas yang aman dan lancar, dan pemerintah
mendapatkan penghasilan dari pajak pengusaha.
7. Dokumen Angkutan
Dalam pengadaan perjanjian pengangkutan tidak ada
peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya suatu bentuk
tertentu, sehingga perjanjian pengangkutan dapat dibuat dalam
bentuk tertulis atau lisan, asal diantara para pihak terdapat
persetujuan kehendak. Sekalipun demikian dalam praktik perjanjian
pengangkutan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dokumen
angkutan,16atau juga biasa disebut surat angkutan.
Ketentuan pengaturan mengenai dokumen angkutan pada
umumnya tidak tercantum di dalam KUHD. Hanya aturan mengenai
dokumen angkutan untuk pengangkutan laut yang tercantum,
seperti pada Pasal 454 KUHD tentang perjanjian charter kapal,
Pasal 504 dan 506 KUHD tentang konosemen, serta Pasal 90
16 H. M. Hudi Asrori S., Mengenal Hukum Pengangkutan Udara, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010,
hlm. 41.
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KUHD tentang dokumen dalam perjanjian pengangkutan darat
yang disebut surat muatan.
Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat
angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur
dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat
angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua
belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan
hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian
angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat
bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah
ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan juga ketika
pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta
dokumen/surat angkutan tersebut.17
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terdapat
pengertian mengenai dokumen, yaitu bahwa dokumen adalah
sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai
bukti atau keterangan.18 Berdasarkan pengertian tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan adalah sesuatu yang
tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti adanya
perjanjian pengangkutan antara pihak pemakai jasa angkutan
dengan pengangkut. Dalam hal ini meliputi pengangkutan orang
dan pengangkutan barang.
17 Sution Usman Adji, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 16.
18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit., hlm. 361.
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Dalam praktik, dokumen angkutan yang biasa ada secara
umum baik dalam pengangkutan laut, darat, maupun udara ada
tiga macam, antara lain:19
a. Tiket penumpang, untuk pengangkutan orang.
b. Tiket bagasi, untuk pengangkutan bagasi.
c. Surat muatan, untuk pengangkutan barang.
8. Penyelenggaraan Pengangkutan
Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan
baik melalui kereta api, darat, perairan, maupun udara selalu
meliputi lima tahap kegiatan, antara lain:20
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, penumpang atau pengirim mengurus
penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan
serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi
pengangkutan barang, misalnya, dokumen perpajakan dan
dokumen perizinan. Pengangkut menyediakan alat pengangkut
pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disepakati
berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan.
Pengurusan biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan
serta dokumen-dokumen lainnya oleh penumpang atau
19 H. M. Hudi Asrori S, Op.Cit., hlm. 43.
20Ibid., hlm. 174.
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pengirim dapat diwakilkan oleh pihak lain, seperti agen
perjalanan ataupun perusahaan ekspedisi muatan.
b. Tahap Pemuatan
Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis/tiket
penumpang dapat naik dan masuk alat pengangkut yang telah
disediakan oleh pengangkut di stasiun, terminal, pelabuhan,
atau bandara tertentu berdasarkan peraturan dan tata tertib
yang berlaku. Pada pengangkutan barang, pengirim atau
ekspeditur yang mewakilinya menyerahkan barang kepada
pengangkut untuk dimuat dalam alat pengangkut. Atau pengirim
menyerahkan barang kepada perusahaan jasa di bidang muat
bongkar untuk dimuat ke dalam alat pengangkut.
c. Tahap Pengangkutan
Pada tahap ini, pengangkut menyelenggarakan
pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan penumpang atau
barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan
menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis
perjanjian pengangkutan. Tempat pemberangkatan dan tempat
tujuan itu adalah stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Di
tempat pemberangkatan dan tempat tujuan dilakukan
pemeriksaan atau pengecekan dokumen dan barang yang
diangkut guna menetapkan apakah penumpang atau barang
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yang diangkut itu sah menurut undang-undang atau tidak sah
untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan.
d. Tahap Penurunan/Pembongkaran
Pada tahap ini, penumpang diturunkan dari alat
pengangkut karena angkutan sudah berakhir di tempat tujuan,
sedangkan pada pengangkutan barang kegiatannya adalah
pembongkaran barang dari alat pengangkut. Pada tahap ini,
pengangkut menyerahkan barang kepada penerima dan
penerima menyerahkan pembongkaran barangnya kepada
perusahaan jasa dibidang usaha muat bongkar dan
meletakkannya di tempat yang telah disepakati. Penerima
menyerahkan pengurusan selanjutnya kepada ekspeditur, baik
mengenai barang maupun dokumen.
e. Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang
terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Penumpang
yang mengalami kecelakaan, luka, atau meninggal dunia
diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
kesepakatan. Pada pengangkutan barang, pengangkut
menerima biaya angkutan dan biaya-biaya lainnya dari
penerima jika belum dibayar oleh pengirim. Pengangkut
menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi
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tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan
pengangkutan.
B. Tinjauan Tentang Angkutan Jalan
1. Kendaraan angkutan
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) pada Pasal 137 Ayat (2)
ditentukan bahwa angkutan orang dan/atau barang dapat
menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor masih terbagi
lagi, sebagai berikut:
a. Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel.21 Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pada Pasal 47 Ayat (2), kendaraan bermotor terbagi atas:
1) Sepeda motor
Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa
kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa
rumah-rumah.22
21 Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
22 Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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2) Mobil penumpang
Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal
delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.23
3) Mobil bus
Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang,
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari
3.500 kilogram.24
4) Mobil barang
Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut
barang.25
5) Kendaraan khusus
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain:
- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
- Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
23 Pasal 1 angka 10 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
24 Pasal 1 angka 11 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
25 Pasal 1 angka 12 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
35
- Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas
(stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane.
- Kendaraan khusus penyandang cacat.26
b. Kendaraan tidak Bermotor
Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.27
2. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek.28
a. Angkutan Umum Dalam Trayek
Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a terdiri atas: 29
1) Angkutan lintas batas negara;
2) Angkutan antarkota antarprovinsi;
3) Angkutan antarkota dalam provinsi;
4) Angkutan perkotaan; atau
5) Angkutan perdesaan.
26 Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) huruf e UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27 Pasal 1 angka 9 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
28 Pasal 21 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
29 Pasal 22 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek harus memenuhi kriteria: 30
1) Memiliki rute tetap dan teratur;
2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau
menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan
antarkota dan lintas batas negara; dan
3) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang
ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud di atas
dapat berupa:31
1) Terminal;
2) halte; dan/atau
3) rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan
orang dalam Trayek meliputi:32
1) Mobil penumpang umum; dan/atau
2) Mobil bus umum.
b. Angkutan Umum Tidak DalamTrayek
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraanbermotor
umum tidak dalam trayek terdiri atas:
1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi
30 Pasal 23 angka (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
31 Pasal 23 angka (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
32 Pasal 23 angka (3) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan
taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan
wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. taksi
diklasifikasikan menjadi: 33
- reguler; dan
- eksekutif.
Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang
dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan
argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti
pembayaran. 34
2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu
merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi
antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan. 35Kendaraan
yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan
tujuan tertentu paling sedikit: 36
- Mobil penumpang umum; atau
- Mobil bus umum.
3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
4) Angkutan orang di kawasan tertentu.
33 Pasal 42 angka (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
34 Pasal 42 angka (4) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
35 Pasal 43 angka (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
36 Pasal 43 angka (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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3. Pengusahaan Angkutan
a. Perusahaan Angkutan Umum
Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum.37Perusahaan angkutan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus berbentuk
badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Badan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud berbentuk: 38
1) Badan usaha milik negara;
2) Badan usaha milik daerah;
3) Perseroan terbatas; atau
4) Koperasi.
b.  Perizinan Angkutan
Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: 39
1) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
2) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek;
3) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud tidak
berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan
ambulans atau pengangkutan jenazah. 40
37 Pasal 1 angka (13) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
38 Pasal 79 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
39 Pasal 78 angka (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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Izin sebagaimana dimaksud diatas berupa dokumen kontrak
dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari:41
1) surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
2) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban
melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
3) kartu pengawasan.
Izin sebagaimana tersebut diatas diberikan kepada pimpinan
Perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
4.  Tarif Angkutan
a. Tarif Penumpang
Tarif penumpang terdiri atas:
1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri
atas :42
- Tarif kelas ekonomi; Penetapan tarif kelas ekonomi
dilakukan oleh:
a) Menteri, untuk angkutan orang yang melayani trayek
antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan
angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya
melampaui wilayah provinsi;
b) Gubernur, untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan
40 Pasal 78 angka (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
41 Pasal 81 angka (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
42 Pasal 100 angka (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1
(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk
angkutan orang yang melayani trayek yang
seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
d) Bupati, untuk angkutan orang yang melayani trayek
perkotaan dan perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam kabupaten; dan
e) walikota, untuk angkutan orang yang melayani trayek
perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- Tarif kelas non ekonomi, ditetapkan oleh perusahaan
angkutan umum
2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam
trayek dibedakan atas:43
- Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek
dengan menggunakan taksi, besaran tarif diusulkan oleh
setiap perusahaan angkutan umum kepada: 44
a) Menteri, untuk taksi yang wilayah operasinya
melampaui wilayah provinsi.
43 Pasal 102 angka PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
44 Pasal 103 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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b) Gubernur, untuk taksi yang wilayah operasinya
melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten
dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
c) Bupati/walikota, untuk taksi yang wilayah operasinya
berada di dalam wilayah kabupaten/kota.
Berdasarkan usulan perusahaan angkutan umum, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan
sesuai dengan kewenangannya. 45
- Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek
dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
C.  Tanggung Jawab Pengangkut
1. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab Pegangkut
Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan
sebagai tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari
tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat
merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang
harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya
45 Pasal 103 Angka (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
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peristiwa hukum.46 Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip
tanggung jawab, antara lain:47
a. Tanggung Jawab karena Kesalahan (Fault Liability)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam
beberapa literatur dibidang angkutan dikenal juga dengan istilah
fault liability. Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga,
karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan.48 Pihak
yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan
pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata
tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan
umum.
Bila dilihat dari sudut pandang penumpang, dalam hal ini
adalah pihak yang harus membuktikan kesalahan dari pihak
pengangkut, sangatlah berat bagi penumpang untuk
membuktikannya. Dalam beberapa kasus penerbangan sering
kali penumpang yang mengalami kecelakaan dan menuntut
adanya penggantian kerugian mengalami kesulitan dalam
membuktikan kesalahan penumpang disebabkan minimnya dan
atau ketidakpahamannya atas kondisi-kondisi yang mungkin
46 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 258.
47 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 43.
48 Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1980,
hlm. 129.
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menyebabkan suatu pesawat udara mengalami kecelakaan.
Seiring dengan adanya ketimpangan beban pembuktian
tersebut, maka asas ini telah banyak ditinggalkan atau tidak lagi
dipakai sebagai landasan dalam mengukur tanggung jawab
pihak pengangkut.
b. Tanggung Jawab berdasarkan Praduga (Presumption Liability)
Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari
pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, bila
pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia
dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.
Yang dimaksud ‘tidak bersalah’ adalah:
- Tidak melakukan kelalaian.
- Telah berupaya melakukan tindakan yang perlu unuk
menghindari kerugian.
- Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari.
Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan
pembuktian suatu kesalahan karena pihak pengangkut
dianggap lebih mengetahui keadaan/kondisi penyebab
armadanya yang mengalami kecelakaan.
c. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability)
Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut harus
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam
44
pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan
pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pengangkut. Prinsip
ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak
perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari
tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan
kerugian itu.
Asas tanggung jawab ini hanya dikhususkan apabila
kecelakaan armada mengenai pihak ketiga, yaitu orang
dan/atau barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan
usaha pengangkutan tersebut. Misalkan sebuah bus menabrak
rumah penduduk di pinggir jalan yang mengakibatkan
penghuninya mengalami kecelakaan dan/atau kematian. Dalam
hal ini pihak pengangkut wajib memberikan penggantian
sebesar kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut tanpa
mempersoalkan apa penyebabnya bus menabrak rumah
tersebut.
2. Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang Undang
Hukum Dagang
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat
membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak dalam
perjanjian. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung
jawab berdasarkan kelayakan.
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Perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan
dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian
akan tetapi apabila perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka
kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegang
peranan penting, disamping ketentuan Undang Undang karena
bagaimanapun pihak-pihak dilarang menghapus sama sekali
tanggung jawab.49
Untuk angkutan laut bahwa pengangkut dapat
membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan
bahwa kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.50
3. Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang Undang
Hukum Perdata
Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya,
kerugian yang diderita dan bunga yang  layak diterima, bila ia tidak
dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk
menyerahkan barang muatan.51 Tanggung jawab berdasarkan
Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “Setiap orang
bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan
karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan
Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
49 Pasal 470 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang
50 Pasal 522 Kitab Undang Undang Hukum Dagang
51 Pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
46
kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban
pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut :
a. Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya
perikatan.
b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak
terlaksananya perjanjian pengangkutan.
4. Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik
barang.52Apabila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian
maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan umum wajib
memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan
dan biaya pemakaman dengan tidak menghilangkan tuntutan
perkara pidana.53
Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera maka
pihak pengemudi dan penyedia jasa angkutan umum wajib
memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dengan tidak
menggugurkan tuntutan perkara pidana (Pasal 235 Ayat (2)
UULLAJ).Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab
apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena
kesalahannya
52 Pasal 234 angka (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
53 Pasal 235 angka (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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D. Pengangkutan Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi
Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa
angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan angkutan umum dapat
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disingkat
PM 32 Tahun 2016).
Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran dan pelayanan
perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara
tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, baik
dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan
perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
Perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi
informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan
orang tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum
dan wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang
berbentuk badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin
penyelenggaraan angkutan54. Adapun izin yang dimaksud berupa
dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas55:
1) Surat keputusan izin penyelenggaan angkutan;
54 Pasal 41 PM No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek
55 Pasal 24 Ayat (1) PM No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek
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2) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi keajiban melayani
angkutan  sesuai dengan izin yang diberikan; dan
3) Kartu pengawasan.
Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi bebrbasis teknolgi informasi
yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang tidak
boleh ertindak sebagaimana penyelenggara angkutan umum.  Tidakan
yang dimaksud meliputi kegiatan:56
1) Menetapkan tarif dan memungut bayaran;
2) Merekrut pengemudi; dan
3) Menentapkat besaran penghasilan pengemudi.
Selain itu peusaaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi
informasi wajib melaporkan kepada direktorat jenderal meliputi57 :
1) Profil perusahaan penyedia aplikasi berbasis internet;
2) Memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
3) Data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasam;
4) Data seluruh kendaraan dan pengemudi;
5) Layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor
penyedia aplikasi bebbasis teknologi informasi.
Mengenai tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi
informasi, wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi
56 Pasal 41 Ayat (3) PM No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek
57 Pasal 41 Ayat (4) PM No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek
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elektronik sesuai dengan peratuan perundang-undangan.58
Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UUITE), bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,
dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi menggunakan sarana
elektronik dapat dilakukan dilakukan dalam lingkup publik ataupun
privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UUITE. Pada pembahasan
berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam lingkup hukum
privat.
Dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya
mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal
di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak
yang  bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UUITE yang
menentukan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik
wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi
berlangsung.59Dalam lingkup hukum privat transaksi elektronik dapat
pula diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan
media teknologi informasi dan komunikasi.
58 Pasal 40 Ayat (4) PM No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek
59https://www.academia.edu/5380371/TINJAUAN_TENTANG_DASAR_HUKUM_TRANSAKSI_ELEK
TRONIK_DI_INDONESIA, Diakses pada tgl 26 April 2016, Pukul 13.20 wita
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Perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH
Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti
mengartikan  perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal".60
Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap
kedua belah  pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian. Syarat sahnya  perjanjian yang dimaksud adalah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang diperkenankan.
Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena
kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan
syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua
syarat tersebut harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Tidak dipenuhinya
syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat
dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila
ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya
syarat objektif akan megakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal
60 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.1
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demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan
suatu perjanjian dan tidak pernah sada suatu perikatan.61
Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya” mengandung maksud bahwa
Buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan  berkontrak,
maksudnya bahwa: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa
saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.
Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi
oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.62
E. Gambaran Umum Uber dan GrabCar
1. Uber
a. Profil Uber
Uber pertama kali dibentuk oleh Garret Camp dan Travis
Kalanick dan diluncurkan pada tahun 2009 di Amerika.Uber
adalah angkutan komersial yang memakai aplikasi modern
dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Sejak
pertengahan tahun 2014, Uber telah beroperasi di Indonesia.
Uber sendiri merupakan aplikasi interaktif di Amerika Serikat,
61http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian-/, Diakses pada tgl 5 Juni 2016, pukul 11.30wita
62 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.84
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yang dapat digunakan dengan mudah via komputer atau smart
phone yang menjadi media untuk mempertemukan kebutuhan
penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan mobil
sebagai penyedia jasa transportasi.
Uber sendiri menawarkan kenyamanan dengan harga
rendah dan cukup bersaing dibandingkan dengan taksi
konvensional lainnya sehingga wajar mengalami
perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah
air maupun manca negara. Namun demikian, sejak
peluncurannya di berbagai belahan dunia, taksi ini menuai
banyak kontroversi terutama dari armada taksi resmi karena
menggunakan mobil pribadi sebagai taksi dan tidak mempunyai
status resmi yang berbadan hukum serta tidak memiliki ijin
resmi beroperasi layaknya taksi konvensional.63
Saat ini Uber telah beroperasi di 250 kota dari 20 negara
termasuk kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta,
Bandung,dan lain lain. Uber merupakan aplikasi penyedia jasa
transportasi yang mempertemukan penumpang dan pengemudi
untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan rental mobil juga
pemilik mobil pribadi. Sebanyak 6000 unit mobil yang telah
beroperasi menggunakan aplikasi Uberdi Jakarta.
63http://www.kompasiana.com/tbrights/fenomena-uber-dan-implikasi-pajak-di-
indonesia_55b382aeef92734409f7645e, Diakses pada tanggal 29 Apl 2016 pukul 17.20 wita
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Uber mempunyai keunggulan yang lebih baik dari pada
taksi konvensional lainnya. Keunggulan yang dimiliki Uber
yaitu dengan layanan berbasis aplikasi, calon penumpang
dapat langsung memilih rute, mengetahui posisi kendaraan
yang terpantau melalui GPS,mengetahui estimasi harga yang
akan dibayarkan, dan langsungdapat memberikan rating
kepada pengemudi uber. Harga yang ditawarkan oleh Uber
berkisar 30-50 % lebih murah dari pada taksi-taksi
konvensional lain.64 Uber menentukan tarif Rp.7.000 sebagai
tarif awal ditambah tarif per menit Rp.500 dan Rp.2.850/km.
Konsumen juga mempunyai opsi dalam memilih jenis mobil
yang digunakan yaitu jenis Uber X(mobil Avanza, Xenia, Rush,
Terrios atau APV) dan jenis uber black (Innova, Camry,Alphard,
Mercedes Benz S Class, dan BMW). Penseleksian calon
pengemudi yang ketat dimana pengemudi harus memenuhi
syarat berupa berkas-berkas seperti SKCK (Surat Keterangan
Catatan Kepolisian), dan surat kendaraan. Dengan
meningkatnya pengguna Uber juga membuat taksi-taksi
konvensional yang sebelumnya memiliki pangsa pasar besar
seperti PT. Blue Bird Tbk (40%) dan PT.Express Transindo
64 Lukman, Enriko, 2014, Sejarah pendirian Uber, startup teknologi dengan ronde pendanaan terbesar di
dunia. https://id.techinasia.com/uber-sejarah-pendirian-startup-taksi/. Diakses pada tanggal 15 Mei 2016, Pukul
14.30 wita
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Utama Tbk (30%) terkena dampak negatif yaitu penurunan
jumlah konsumen dan nilai saham.65
2. Grab
a. Profil
Grab(sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) adalah sebuah
perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia
transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara,
yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia,dan
Filipina.Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian
di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan dan
kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia
Tenggara.Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab
mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem
operasi Android, iOS, dan BlackBerry.Di Indonesia, Grab
melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, mobil, dan taksi.
Saat ini Grab tersedia di seluruh Jakarta dan sekitarnya.66
b. Jenis – jenis Layanan Grab
Grab merupakan aplikasi layanan yang menyediakan
layanan transportasi untuk menghubungkan lebih dari 10 juta
penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia
Tenggara.
65 Rahmayanti,Evi.2015. Uber taksi betot ratusan ribu Pengguna di Indonesia; Blue Bird,Express terancam?.
http://www.bareksa.com/en/text/2015/06/09/uber-taksi-betot-ratusan-ribu-pengguna-di-indonesia-blue-bird-
express-terancam/10702/analysis. Diakses pada tgl 15 Mei 2016, pukul 14.20 wita.
66https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi), Diakses pada tgl 15 Mei 2016, pukul 16.00 wita
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Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi
mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman
paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura,
Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Layanan
yang ditawarkan antara Lain :67
a. GrabTaxi
Layanan taksi premium yang menghubungkan antara
pengemudi taksi dan calon penumpang taksi.
b. GrabCar
Layanan transportasi untuk mereka yang memilih
kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil
pribadi, menghubungkan antara pemilik/pengemudi mobil
pribadi dan calon peumpang/penyewa
c. GrabBike
Sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang
ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan dengan
menggunakan sepeda motor. Menghubungkan antara
pemilik/pengemudi sepeda motor dengan calon penumpang.
d. GrabExpress
Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan
terpercaya.
67 Dikutip dari https://www.grab.com/id/about/, diakses pada tanggal 29 April 2015 pkl. 19.00 wita
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Sejak diluncurkan pada 2012, aplikasi Grab telah diunduh
di lebih dari 13 juta perangkat di seluruh Asia Tenggara. Lebih
dari 250.000 pengemudi di jaringan Grab, termasuk seluruh
layanan di bawah aplikasi Grab, telah menggunakan aplikasi ini
untuk menerima pemesanan layanan transportasi di Singapura,
Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Aplikasi
Grab dan seluruh layanannya saat ini tersedia di 30 kota di
enam negara di Asia Tenggara.68
68 http://www.sukmainspirasi.com/article/956/grabcar-tawarkan-tarif-datar-perjalanan-rp-10-000-dari-atau-ke-
area-scbd-jakarta
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung
dengan data empiris. Secara normative penelitian ini dilakukan dengan
mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen,
kepustakaan, dan laporan-laporan. secara empiris penelitian ini
dilakukan dengan mengolah data atau informasi yang diperoleh melalui
wawancara dengan pihak terkait.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta,
mengingat di wilayah tersebut terdapat pengguna jasa aplikasi Uber
dan Grabcar sebagai angkutan berbasis aplikasi online.
C. Jenis dan Sumber Data
Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.
Data tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak
terkait dalam hal ini, staf/pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, staf karyawan
Uber, staf karyawan Grab Indonesia, dan pengguna Jasa aplikasi
Uber dan GrabCar.
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau
penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, dan  laporan-
laporan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara :
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah penelusuran
terhadapdata secara langsung melalui wawancara atau pembicaraan
langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap
narasumber, dalam hal ini staf/pegawai Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,
staf karyawan Uber, staf karyawanGrab Indonesia, dan pengguna
Jasa aplikasi Uber dan GrabCar.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah penelusuran
terhadap data melalui kajian atau penelaahan berbagai sumber
kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan.
E. Analisis Data
Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder
diolah dengan melakukan analisis menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual untuk memperoleh gambaran
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yang sistematis dan komperhensif yang menghasilkan kesimpulan atau
argumentasi hukum yang baru, sebagai saran dan solusi untuk
kedepannya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Badan Usaha Uber dan GrabCar Dalam
Penyelenggaraan Pengangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi
informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet ikut
mempengaruhi dunia usaha pengangkutan. Berbagai aplikasi berbasis
teknologi informasi terus dikembangkan untuk memudahkan
pengusaha angkuan umum dan pengguna jasa angkuan umum.
Aplikasi berbasis teknologi informasi adalah hasil inovasi yang
dikembangkan oleh para pelaku usaha yang melihat adanya peluang
bisnis dengan menghubungkan masyarakat sebagai pengguna jasa
dengan pelaku usaha. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat,
menjadi nilai jual dari aplikasi berbasis teknologi informasi. Karenanya,
penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti
penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-
unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik
Saat ini bermunculan berbagai perusahaan aplikasi berbasis
teknologi informasi yang berfungsi mempertemukan antara masyarakat
sebagai pengguna jasa angkutan umum dan pengusaha angkutan
umum secara efektif dan efisien seperti Uber dan GrabCar.
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Uber dan GrabCar berstatus perseroan terbatas (PT) setelah
memperoleh izin penanaman modal asing (PMA) dari Badan Koordiasi
Penanaman Modal (BKPM). Izin tersebut berupa izin portal website.69
Uber dan GrabCar mengembangkan aplikasi berbasis teknologi
informasi yang menghubungkan antara penumpang danpengusaha
angkutan sewa.
Uber dan Grabcar tidak berkedudukan sebagai perusahaan
penyelenggara angkutan umum karena keduanya tidak memiliki izin
berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UULLAJ yaitu:
1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
3) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
Oleh karena itu Uber dan GrabCar hanya berstatus perusahaan
penyedia aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka
memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan
kendaraan sewa.70
Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis
teknologi informasi seperti Uber dan GrabCar saat ini diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penggunaan aplikasi berbasis
69 Hani Nur Fajrina, CNN Indonesia, hhttp://m.cnnindonesia.com/teknologi 20160401185956-185-
121084/menkominfo-grabcar-dan-uber-berbadan-hukum/, diakses pada tanggal 17 Juli 2016 pukul 16.50
70 Hasil Wawancara dengan Rudi Irawan, Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Ditjen Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pada Tanggal 12 Juli 2016
62
teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan
angkutan umum atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang berbadan hukum
indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut Uber dan GrabCar hanya
berstatus sebagai penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan
perusahaan angkutan umum yang telah memilii izin penyelenggaraan
angkutan.
Perusahaan angkutan umum yang bekerja sama dengan penyedia
aplikasi Uber adalah Koperasi Jasa  Trans Usaha Bersama, saat ini
koperasi tersebut telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa
dan menaungi kurang lebih 9000 pengemudi Uber.71 Sedangkan PT.
Grab Indonesia sebagai penyedia aplikasi GrabCar bekerja sama
dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia
(PPRI). Koperasi PPRI juga telah memiliki izin penyelenggaraan
angkutan sewa.
Izin penyelenggaraan angkutan sewa tersebut dapat diperoleh
setelah memenuhi beberapa syarat antara lain:
1) Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama
perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan
bermotor;
2) Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
71 Hasil Wawancara dengan Supriyanto M, Pengurus Koperasi Trans Usaha Bersama, Pada Tanggal 14 Juli
2016
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3) Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang
dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama
dengan pihak lain;
4) Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Direktorat jenderal
Perhubungan darat, kedua Koperasi tersebut telah memiliki Izin
penyelengaraan angkutan dengan armada/kendaraan atas nama
perusahaan, telah diuji teknis kendaraan (KIR), serta pengemudi
dengan SIM A Umum berjumlah ratusan, namun kenyataannya ada
ribuan armada yang beroperasi. Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama,
Koperasi Jasa PPRI serta perusahaan sejenis lainnya diberi waktu
hingga 1 (satu) tahun untuk mendaftarkan semua kendaraan dan
pengemudi sesuai  dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Di sisi lain pihak Uber dan GrabCar sebagai perusahaan/lembaga
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi
pemberian pelayanan angkutan orang, diwajibkan untuk segera
melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meliputi:
1) Profil Penyedia Jasa Aplikasi berbasis internet;
2) Memberikan akses operasional pelayanan;
3) Data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
64
4) Data seluruh kendaraan dan pengemudi;
5) Layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
Uber dan GrabCar tidak memiliki izin usaha di bidang angkutan
umum, melainkan mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang
terjadi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terbagi menjadi dua
jalur, yakni:72
1) Transaksi Langsung, yakni konsumen langsung memesan barang
dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi,
lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia.
2) Transaksi melalui Penghubung, yakni konsumen memesan barang
dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa
penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan
pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan
pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang
akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang
melakukan pemesanan di awal.
Dari kedua jalur tersebut, aplikasi Uber dan GrabCar termasuk ke
dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha
yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku
usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki
72 Tri Jata Ayu Pramesti, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-
aplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum, diakses tanggal 15 Juli  2016, Pukul 17.00 WITA.
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status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan
yang dimiliknya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta, apabila terdapat investor asing
yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk
pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar
Negatif Investasi.73
Sebagai pelaku usaha penghubung, Uber dan GrabCar tidak perlu
memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang dihubungkan melalui
aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini mengingat tanggung jawab
atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang
melaksanakan kegiatan pengangkutan.
Karena Uber dan GrabCar bukan sebagai perusahaan
penyelenggara angkutan , maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya
tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan
penyelenggara angkutan pada umumnya. Oleh karena itu Uber dan
GrabCar beserta perusahaan sejenis lainnya secara tegas
menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha
mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi
aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan pelaku
usaha dan pengguna jasa.
Untuk mengetahui lebih rinci perbedaannya, berikut uraian
perbandingan antara bentuk dan tanggung jawab hukum perusahaan
73 Bimo Prasetio, http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologi-
aplikasi, diakses pada tanggal 15 Julii 2016,  Pukul 19.31 WITA.
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penyedia aplikasi transportasi dengan perusahaan penyedia angkutan
umum:74
No. Ruang Lingkup
Penyedia Aplikasi
Transportasi
(Go-Jek, GrabCar, Uber)
Penyedia Transportasi
Umum
(Angkot, Taksi)
1 Bentuk badan
hukum
Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas
2 Perizinan 1. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
2. Surat Keterangan
Domisili Perusahaan
(SKDP)
3. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
4. Izin Prinsip/Izin Usaha
dari BKPM (untuk
PMA/perusahaan
modal asing)
5. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
1. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
2. Surat Keterangan Domisili
Perusahaan (SKDP)
3. Surat Izin Usaha Jasa
Transportasi (SIUJT)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
5. Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek
6. Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak
dalam Trayek
7. Izin penyelenggaraan
angkutanbarang khusus
dan/atau alat berat
8. Sertifikasi Uji Tipe
74Winda Pakamban. 2016. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send
Go-Jek Indonesia. Skripsi S1 Pada Fakultas Hukum Unhas:tidak diterbitkan
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Kendaraan Bermotor
9. Pengesahan rancang
bangun dan rekayasa
kendaraan bermotor.
3 Tanggung
Jawab kepada
Konsumen
Terhadap penggunaan
aplikasi yang digunakan
untuk memesan jasa
transportasi
Terhadap pelaksanaan jasa
transportasi umum yang
diberikan kepada konsumen
4 Pelaku usaha
pesaing
Perusahaan atau Badan
Hukum yang menjalankan
dan mengembangkan
teknologi aplikasi sejenis
Perusahaan, badan usaha
atau pengusaha yang
menyediakan jasa
transportasi umum
5 Pajak
Penghasilan
Atas penghasilan yang
diterima perusahaan
penyedia aplikasi
transportasi setelah dibagi
sesuai perjanjian dengan
mitranya yang
menjalankan usaha
transportasi umum.
Atas penghasilan yang
diterima perusahaan dari
kegiatan usaha transportasi
umum
6 Hubungan
dengan
pelaksana
Hubungan kemitraan,
perusahaan
menghubungkan
Dalam beberapa perusahaan
taksi atau rental, hubungan
sebagai perusahaan dengan
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usaha
(pengemudi)
konsumen dengan
pengemudi untuk
kemudian antara
keduanya terjadi transaksi
dan perusahaan dapat fee
sebagai mitra penghubung
sesuai kesepakatan.
pengemudi sebagai mitra
kerja berdasarkan perjanjian.
Namun ada juga yang
berupa hubungan kerja
pengusaha dengan
karyawan berdasarkan UU
No. 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.
7 Komposisi
permodalan
Tidak ada batasan
mengenai sumber modal
dan komposisi modal
Harus terdiri 100% dari
modal dalam negeri
Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Uber dan
GrabCar tidak berkedudukan sebagai perusahaan penyelenggara
angkutan berdasarkan UULLAJ. Uber dan GrabCar hanya
berkedudukan sebagai perusahaan penyedia aplikasi berbasis
teknologi informasi yang menghubungkan antara perusahaan
penyelenggara angkutan yang sah menurut UULLAJ, dengan
pengguna jasa angkutan.
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B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber Dan GrabCar
Sebagai Angkutan Bersbasi Aplikasi Online
Dalam perjanjian pengangkutan orang, ada 2 (dua) subjek hukum
yaitu Pengangkut dan Penumpang. Keduanya merupakan pendukung
hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-
pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai
pihak dalam proses pengangkutan.
Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau
barang. Sedangkan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri
untuk membayar biaya pengangukutan dan atas dasar itu dia berhak
untuk memperoleh jasa pengangkutan. Dengan demikian maka
masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan
pengangkutan.
Pada hakikatnya tanggung jawab terdiri dari dua aspek, yaitu
tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya
(responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability). Perusahaan
angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam
melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selain itu pengangkut juga
wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum yang meliputi keamanan, keselamatan,
kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan (Pasal 2
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Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek) sebagai hak setiap
pengguna jasa angkutan umum.75
Selama pelaksanaan pengangkutan keselamatan orang atau
barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab
perusahaan pengangkutan umum, oleh karena itu sudah sepatutnya
apabila kepada perusahaan angkutan umum dibebankan tanggung
jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau
pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Pasal
234 UULLAJ).
Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian
yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan
dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh
suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena
kesalahan penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 Ayat (10 UULLAJ).
Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain
pengemudi dan awak kendaraan. Dengan mengikatkan diri setelah
membayar atau berjanji akan membayar uang atau tiket angkutan
umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka
seseorang telah sah sebagai penumpang angkutan umum. Apabila
mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat
75http://apbisma.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html, diakses pada tanggal
18 Juli pukul 12.11 wita
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angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam
angutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai
turun di empat tujuan berhak atas ganti rugi. Jadi penumpang adalah
salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat, sedangkan
pihak lawannya adalah pengangkut. Tiket penumpang merupakan
syarat dalam perjanjian pengangkutan darat tetapi bukan merupakan
syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak
ada perjanjian pengangkutan.
Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah besar
dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga
perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global.
Sebagai bentuk perlindungan bagi pengguna jasa angkutan maka
perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban antara lain :76
1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk
menyelenggarakan pengangkutan,
2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/atau barang yang
diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai
orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka
sejak saat itulah pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235
KUHPerdata).
3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:
76 HMN Purwosutjipto, opcit, hlm 168
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a) Mengusahakan pemeliharaan perlengkapan atau
peranakbuahan alat pengangkutnya;
b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai
menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas
muatan yang diangkut.
4) Mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim
barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan
5) Mengasuransikan tanggung jawabnya.
Perkembangan di dunia bisnis angkutan umum tentu harus pula
diikuti dengan jaminan/perlindungan hukum sebagai proteksi bagi
pengguna jasa angkutan umum. Dengan adanya jaminan/perlindungan
hukum yang diberikan maka pengguna jasa akan senantiasa merasa
aman dan nyaman dalam mengunakan jasa angkutan umum.
Sebagai salah satu bentuk terobosan dalam bisnis angkutan
umum, perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi online seperti
Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama dan Koperasi jasa PPRI yang
memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan bermitra dengan
perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi infomasi
Uber dan GrabCar juga tidak luput dari kewajiban memberikan jaminan
perlindungan bagi setiap pengguna jasanya.
Adanya kewajiban perusahaan angkutan umum untuk
mengasuransikan taggung jawabnya berdasarkan Pasal 188 UULLAJ,
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serta kewajiban untuk melakukan perawatan kendaraan dan uji berkala
dianggap dapat memberi rasa aman bagi para pengguna jasa angkutan
umum. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tak tertentu (Pasal 246 KUHD). 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun
2014 tentang perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai
perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang
polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
77 Fitria Hilda, pengertian asuransi, https://fitriahilda.wordpress.com/pengertian-asuransi/, diakses pada tanggal
16 Juli 2016 Pukul 16.00
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa angkutan berbasis
aplikasi online Uber dan GrabCar memberikan jaminan asuransi bagi
para penumpang dan pengemudi, asuransi tersebut menanggung biaya
pengobatan,  cacat permanen, sampai meninggal dunia (asuransi jiwa)
akibat kecelakaan pada saat melakukan perjalanan dengan
menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi online Uber maupun
GrabCar.
Koperasi Jasa Trans usaha bersama, yang bekerjasama dengan
layanan aplikasi berbasis teknologi informasi Uber menyatakan setiap
pengemudi maupun penumpang yang menggunakan layanan Uber
sudah dilindungi dengan asuransi. Perusahaan asuransi yang
menanggung risiko tersebut adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera
Muda 1967 (BUMIDA). Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama
mengasuransikan untuk tiga penumpang dan satu pengemudi untuk
meng-cover (jika terjadi) kecelakaan, hingga meninggal. Sebagai
contoh, misalnya kita sedang menggunakan layanan Uber, tiba-tiba
mengalami kecelakaan di jalan. Maka, asuransi itu berlaku untuk
penumpang maksimal tiga orang serta satu pengemudi. Sementara
untuk melakukan klaim asuransi, pengguna dan pengemudi dapat
melalui kantor Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama atau langsung
mengunjungi kantor BUMIDA.
Selain memberi perlindungan asuransi, Pengurus Koperasi Trans
Usaha Bersama juga memastikan bahwa semua pemilik dan
75
pengemudi memiliki lisensi untuk kepastian keamanan.
Pemilik/pengemudi kendaraan yang ingin bergabung wajib mengisi
formulir dan memenuhi persyaratan agar menjamin kualitas pengemudi
dengan layanan aplikasi Uber. Persyaratan yang dimaksud antara lain:
memiliki KTP (Kartu tanda penduduk), SKU (surat keterangan usaha),
SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), SIM (surat izin
mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan tahun
pembuatan mobil maksimal tahun 2012, serta asuransi kendaraan.
Setelah melengkapi persyaratan yang diberikan, selanjutnya calon
pengemudi juga diberi pelatihan/training penggunaan aplikasi dan
standar operasional pelaksanaan (SOP) pengangkutan dengan layanan
aplikasi Uber.78
Sementara itu layanan angkutan dengan aplikasi GrabCar yang
bekerja sama dengan Koperasi Jasa PPRI  juga menyediakan asuransi
bagi setiap pengemudi maupun penumpang yang menggunakan
layanan GrabCar. Perusahaan asuransi yang menanggung risiko
tersebut adalah AXA Grup. GrabCar mengasuransikan untuk maksimal
6 (enam) penumpang dalam 1 (satu) kendaraan yang berada di
pemesanan GrabCar mencakup perjalanan secara keseluruhan yaitu
dari titik penjemputan hingga titik penurunan penumpang. Asuransi
GrabCar – AXA Grup meliputi kompensasi Tertanggung untuk cedera
tubuh yang timbul dari kecelakaan GrabCar hingga Rp.68.000.000 per
78 Hasil Wawancara dengan Supriyanto M, Pengurus Koperasi Trans Usaha Bersama, Pada Tanggal 14 Juli
201
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orang, tidak peduli siapa yang salah. AXA akan mengganti Tertanggung
untuk jenis berikut klaim, hingga batas yang ditentukan dalam
Kebijakan :79
1) Kematian, seseorang yang dipertanggungkan menderita cedera
selama perjalanan yang menyebabkan kematian.
2) Cacat permanen, seseorang yang dipertanggungkan menderita
cedera selama perjalanan yang menghasilkan cacat permanen.
AXA akan mengganti kerugian didasarkan pada tingkat kerusakan
atau cacat, seperti yang ditetapkan oleh kebijakan mengenai
persentase yang relevan untuk setiap bagian dari tubuh.
3) Biaya Pengobatan, seseorang yang dipertanggungkan menderita
cedera selama perjalanan yang menimbulkan biaya untuk
perawatan medis. AXA akan mengganti Tertanggung untuk biaya
pengobatan seperti untuk pengobatan dalam waktu 30 hari dari
Kecelakaan dan sampai dengan maksimum lebih lanjut 30 hari (dari
tanggal bahwa pengobatan pertama) untuk tindak lanjut
pengobatan, hingga batas yang ditentukan oleh polis asuransi.
Semua kecelakaan harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi
dengan mengirimkan laporan klaim dalam jangka waktu perjanjian
ditetapkan, selambat-lambatnya 7 hari dari terjadinya kecelakaan.
Semua bukti yang relevan dan dokumen yang diperlukan, seperti
sertifikat medis, rumah sakit / tagihan medis asli terakhir, laporan medis
79https://www.grab.com/id/safety/insurance/, diakses pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 11.38 wita
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(jika ada), laporan polisi / laporan kecelakaan, bukti ambil pesanan, dll
harus diserahkan kepada perusahaan asuransi. Selain
mengasuransikan perjalanan penumpang untuk mengantisipasi hal
yang tidak diinginkan, sama halnya dengan Uber, GrabCar bekerja
sama dengan Koperasi PPRI menetapkan beberapa persyaratan bagi
pemilik/pengemudi kendaraan yang ingin bergabung yaitu melengkapi
dokumen berupa: STNK, KTP, SIM A/B/B1, SKCK, kartu keluarga (KK),
dan polis asuransi kendaraan.
Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut di atas sebagaimana diatur
dalam Pasal 188 dan Pasal 189 UULLAJ, maka penumpang angkutan
umum dengan layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (online)
Uber dan GrabCar telah mendapat jaminan hukum atas
keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam pengangkutan orang yakni membawa atau
mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan
selamat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan
kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab
sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis
adalah sebagai berikut:
1. Uber dan GrabCar bukan merupakan perusahaan angkutan
umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan
berdasarkan Pasal 173 UULLAJ. Uber dan GrabCar hanya
berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam
bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi
(online) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan
umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara
angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek.
2. Tanggung Jawab perusahaan angkutan umum untuk mengganti
kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam
melaksanakan pelayanan angkutan berdasarkan Pasal 188
UULLAJ, dan Kewajiban untuk mengasuransikan tanggung
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jawab tersebut berdasarkan Pasal 189 UULLAJ telah terpenuhi
dengan adanya jaminan asuransi bagi penumpang dan
pengemudi yang diberikan oleh Koperasi Jasa Trans Usaha
Bersama dan Koperasi PPRI sebagai perusahaan angkutan
umum yang bermitra dengan Uber dan GabCar sebagai
penyedia aplikasi pengubung. Dengan demikian pengguna jasa
angkutan umum berbasis aplikasi online telah mendapat
perlindungan hukum atas kamanan dan keselamatannya,
B. Saran
1. Sebagai angkutan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi
(online), baik Koperasi maupun Uber dan GrabCar harus segera
menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetang lalu lintas dan angkutan jalan,
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang angkutan jalan
serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek hingga batas waktu yang
diberikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi lagi kekisruhan terkait
legalitasnya sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum
(Koperasi trans usaha bersama dan koperasi PPRI) dan perusahaan
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi (Uber dan GrabCar).
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2. Pemberian jaminan asuransi bagi penumpang angkutan umum
dengan aplikasi berbasis teknologi informasi Uber dan GrabCar
sebaiknya tidak dibatasi jumlah penumpang yang ditanggung oleh
asuransi, karena setiap penumpang yang secara sah berada dalam
kendaraan angkutan umum berhak atas ganti rugi apabila
mengalami kecelakaan berdasarkan UULLAJ. Diharapkan
permerintah juga senantiasa melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tanggung jawab pengangkut untuk memenuhi hak
penumpang dalam pelayanan angkutan umum.
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